
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 NOMOR 29 TAHUN 2019 

TENTANG 

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR 

 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 63 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: 

a. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Agama 

Repubik Indonesia Nomor B-26023/DJ/Dt.II.II.1/ 

KS.02/04/2019 tentang Tambahan Kuota Haji Reguler 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan 

mengakomodir usulan pergeseran anggaran dalam suatu 

kegiatan yang merupakan kewenangan Sekretaris Daerah 

dan/atau PPKD untuk menyetujui, perlu dilakukan 

perubahan atas beberapa kegiatan dan penambahan 

kegiatan baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 

2018  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 40) sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Belitung 

Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); 

 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri  D); 

 

 



11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 

3 Seri  A); 

 

 

 

   MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 
 

 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A), diubah  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 27 Mei 2019 

 

                   GUBERNUR 

   KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  

 

                         dto 

 

              ERZALDI ROSMAN 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 27 Mei 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 

 

YAN MEGAWANDI 

 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 

NOMOR 3 SERI A 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
dto 

 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Utama Muda / IV.c 
NIP. 19630306 198603 1 015 

 

 

         

 


